
 
 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA TRAJI 

KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

PERATURAN DESA TRAJI 

NOMOR 11 TAHUN 2021   

 

TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRAJI 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA TRAJI 

 

Menimbang :  a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan 

keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; 

   b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat 

dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan 

landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 

masyarakat adil, makmur dan sejahtera; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. 

    

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

   2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

   3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5234); 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

   5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

   6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara   Republik    

Indonesia    Tahun   2007   Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  10

. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, 

Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan 

Perangkat Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 

  11

. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6515); 

 

 

 

 

 

 

 

 



  12

. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718); 

  13

. 

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 

  14

. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 104 Tahun 2021 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 

  15

. 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 

2015 Nomor 15); 

  16

. 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran  2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 

Nomor 25); 

  17

. 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa di Kabupaten Temanggung ( Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung 2018 Nomor 47); 

  18

. 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pengadaan Barang/Jasa  di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 

Nomor 60);  

  19

. 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Perencanaan Pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 

Nomor 72); 

  20

. 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020       

Nomor 63); 

  21

. 

Peraturan Desa Traji Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa  Traji Tahun  2020 – 2026: 

  22

. 

Peraturan Desa Traji Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

  23

. 

Peraturan Desa Traji Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Desa Traji Tahun 2022. 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRAJI 

Dan 

KEPALA DESA TRAJI 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA TRAJI TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 1 

Anggaran Penadapatn dan Belanja Desa Traji Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Desa Rp. 1.804.050.995,00 

2. Belanja Desa Rp. 1.622.791.160,00 

Surpuls/Defisit Rp. 181.259.835,00 

3. Pembiayaan   

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 46.240.165,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 227.500.000.00 

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (181.259.835,00) 

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan 

Anggaran 

Rp. 0.00 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 

a. APB Desa; 

b. Daftar Penyertaan Modal; 

c. Daftar Dana Cadangan; 

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. 

Pasal 4 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa. 

 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 

mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak 

terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak 

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa 

tentang Perubahan APBDesa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi 

sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan 

oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan 

e. berskala lokal desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 6 

Dalam hal terjadi: 

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan 

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan 

dalam tahun berjalan 

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa 

tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD. 

 

Pasal 7 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa 

Traji. 

       Ditetapkan di : Traji 

       Pada tanggal :  30 Desember 2021 

 

       KEPALA DESA, 

 

 

 

       NOK IDAH,S.E 

 

 

Diundangkan di : Traji 

Pada tanggal  :  30 Desember 2021 

 

SEKRETARIS DESA 

 

 

 

KARYANTO 

 

LEMBARAN DESA TRAJI NOMOR 11 TAHUN 2021; 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN 

GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DESA   

TAHUN 2022 
 

NO JENIS BANYAKNYA 
HARGA 
SATUAN 

 (Rp) 

JUMLAH  

(Rp) 
KET. 

1 2 3 4 5 6 

  

Uang 

a. …………… 

b. …………… 
c. …………… 

d. …………… 

e. …………… 
 

     JUMLAH 

 
Material 

a. …………… 

b. …………… 
c. …………… 

d. …………… 

e. …………… 
 

     JUMLAH 

 

Tenaga 
a. …………… 

b. …………… 

c. …………… 
d. …………… 

e. …………… 

 
     JUMLAH 

 

   

 

 

 
 

 

 
 

NIHIL  

 
 

 

 
 

 

 
 

NIHIL 

 

 
 

 

 
 

 

 
NIHIL  

 
 
 

GOTONG 
ROYONG 

MASYARAKAT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Traji. 11 Januari 2021 

KEPALA DESA TRAJI, 

 

 

 
NOK IDAH,S.E 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
  

 

 
 

 

 

RANCANGAN  

KEPALA DESA TRAJI 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

PERATURAN DESA TRAJI 

NOMOR 10  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

 TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA TRAJI, 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  sebagai 

wujud dari pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;  
 

  b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2021 yang disusun  sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat 
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 

menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan 

Rancangan Peraturan Desa Traji tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; 
 

Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 



  4. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014   Nomor 123. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  5. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2015 Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 88. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 
 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2015 Nomor 15. Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 58); 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

2016 Nomor 11); 

  9. Peraturan Desa Traji Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Kedudukan. susunan organisasi. tugas dan fungsi. 

serta tata kerja pemerintah Desa; 

  10. Peraturan Desa Traji nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan kekayaan Desa; 

  11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 118 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa  (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 118); dan 

  12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi 
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi 

Kabupaten Temanggung Tahun 2020. 

 

 

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRAJI 

dan 

KEPALA DESA TRAJI 

 

MEMUTUSKAN   : 

 



Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA TRAJI TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Pendapatan Desa  Rp. 1.723.119.400,00  

2. Anggaran Belanja Desa   
 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.    662.264.134,00 

 b. Bidang Pembangunan  Rp.    842.074.705,00 

 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Rp.      95.853.000,00 
 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat  Rp.      45.740.000,00 

 e. Bidang Tak Terduga Rp.      79.200.000,00 

 Jumlah Belanja Rp. 1.725.131.839,00 
   

 Surplus/Defisit Rp.      (2.012.439,00) 

   
3. Pembiayaan Desa  

 a. Penerimaan Pembiayaan  Rp.       2.012.439,00 

 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.                     0,00 
 Pembiayaan Netto (a-b) Rp.       2.012.439,00 

 

Sisa Lebih Pembiayaan (surplus/defisit+pembiayaan netto)  Rp.  2.012.439,00  

                                  
Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri 

dari : Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Daftar Penghasilan 

Pemerintah Desa, Daftar Pendapatan dari Tanah Kas Desa dan Daftar Besarnya 
Swadaya Partisipasi dan Gotong-Royong Masyarakat Desa.   

 

Pasal 3 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat : 

1. APB Desa; 

2. Daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
3. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 

4. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika 

    ada. 
 

 

 
Pasal 4 

 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

 

Pasal 5 

 
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran 

jenis belanja tidak terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan 

darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggaranya, yang selanjutnya 

diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang  perubahan APB Desa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus memenuhi kriteria: 

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak 

dapat diprediksi sebelumnya; 

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 



c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 

d. Memiliki dampak yang siknifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 

yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalah sosial; dan 

e. Berskala lokal Desa. 

 

Pasal  6 

 
Dalam hal terjadi : 

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa dalam tahun 

berjalan; 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; 

dan 

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA 

akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. 

 

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan 

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukanya kepada 

BPD. 

Pasal  7 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahui. memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 

ini dalam Lembaran Desa Traji. 
        Ditetapkan di Traji  

        pada tanggal 30 Desember 2020 

 
KEPALA DESA TRAJI, 

 

 

 
NOK IDAH,S.E 

 

 

 

 

Diundangkan di Traji 

pada tanggal 30 Desember 2020 
 

SEKRETARIS DESA TRAJI, 

 
 

 

KARYANTO 
 

 

LEMBARAN DESA TRAJI  TAHUN 2020 NOMOR 10; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 
DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
 

NOMOR :      TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

 KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRAJI              
 TAHUN 2021 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRAJI 
 

 

Menimbang :a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk 

pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi. 

kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui 
pembangunan dalam skala desa; 

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa 

tersebut. pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas 

penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat. operasional 
Pemerintah desa. tunjangan operasional BPD. Intensif RT/RW. 

pembangunan desa. pemberdayaan masyarakat desa. 

penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka 
perlu dibuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes); 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas. perlu menetapkan 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  

Traji  Tahun 2021; 

d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c 
ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Traji antara 

kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa 

penyusunan APBDes Traji Tahun Anggaran 2022; dan  
e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan 

Keputusan BPD. 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

   2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

   3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5234); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

   5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

   6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara   Republik    

Indonesia    Tahun   2007   Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  10

. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, 

Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan 

Perangkat Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 

  11

. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6515); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  12

. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718); 

  13

. 

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 

  14

. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 104 Tahun 2021 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 

  15

. 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 

2015 Nomor 15); 

  16

. 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

Anggaran  2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 

25); 

  17

. 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 

Desa di Kabupaten Temanggung ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 

Nomor 47); 

  18

. 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pengadaan Barang/Jasa  di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 

Nomor 60);  

  19

. 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Perencanaan Pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 

Nomor 72); 

  20

. 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020      Nomor 

63); 

  21

. 

Peraturan Desa Traji Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa  Traji Tahun  2020 – 2026: 

  22

. 

Peraturan Desa Traji Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

  23

. 

Peraturan Desa Traji Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Desa Traji Tahun 2022. 

 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan  :  

 

KESATU : Membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Traji untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
KEDUA       : Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Traji untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa. 

 
KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. 

 

 
 Disepakati di    :  Traji 

Pada Tanggal    :  30 Desember 2021 

      

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA      
( BPD ) 

DESA  TRAJI 

KETUA, 
 

 

 
ADHI SANTOSA 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA (DESA  TRAJI) 

KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG 
 

TENTANG 

 
PERATURAN DESA TRAJI  

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) 

TAHUN 2022 

 
 

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu dua 

puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. NAMA  : ADHI SANTOSA 

ALAMAT  : Dusun Gamblok RT: 002  RW: 002 Desa Traji 

JABATAN  : Ketua BPD Desa Traji 
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

 
2. NAMA  : NOK IDAH,S.E 

ALAMAT  : Dusun Gamblok RT: 004  RW: 002 Desa Traji 

JABATAN  : Kepala Desa Traji 

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, Desa Traji Kecamatan 
Parakan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

 

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa : 
1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa Traji tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 yang telah melalui  

pembahasan bersama dapat segera ditindak lanjuti dengan penetapan dan 
pengundangan. 

2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan 

penyesuaian/penyempurnaan. 
 

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

 

 
 

                                   Temanggung. 30 Desember 2021 

 
 

                PIHAK PERTAMA,

                    

P

I
H

A

K

 
K

E

D
U

A 

 
 

 

 
                 ( ADHI SANTOSA) 

PIHAK KEDUA, 

 
 

 

 
(NOK IDAH,S.E) 

 

 

 
 



 

                                   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
 

NOMOR :  02 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

 KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRAJI              

 TAHUN 2021 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRAJI 
 

 

Menimbang :a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk 

pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi. 

kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui 

pembangunan dalam skala desa; 

f. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa 

tersebut. pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas 

penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat. operasional 

Pemerintah desa. tunjangan operasional BPD. Intensif RT/RW. 

pembangunan desa. pemberdayaan masyarakat desa. 

penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka 

perlu dibuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes); 

g. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas. perlu menetapkan 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  

Traji Tahun 2018; 

h. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c 

ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Traji antara 

kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa 

penyusunan APBDes Traji Tahun Anggaran 2018; 



i. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan 

Keputusan BPD 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara;  

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang  

Pedoman Teknis Peraturan Desa; 

5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa; 

7.  Peraturan Menteri Desa. PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

8.  Peraturan Menteri Desa. PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa; 

9.  Peraturan Menteri Desa. PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2015; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung. Nomor 22 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Temanggung Tahun 2018; 

 

11. Peraturan Desa TRAJI .Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKPDes Tahun 2018; 

 
 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  :  

KESATU : Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

TRAJI untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh 

Kepala Desa. 

 

KEDUA       : Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Traji untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh 

Kepala Desa. 



KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. 

 

 Disepakati di    :  Traji 

Pada Tanggal    :  30 Desember 2020     

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) 

KETUA, 

 

ADHI SANTOSA 

 

 

 
 

 
 

 

 

KEPALA DESA TRAJI 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

PERATURAN DESA TRAJI 

NOMOR 10 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

 TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA TRAJI, 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  

sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Desa 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 

Desa;  

 
 

  b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2021 yang disusun  sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa 

berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat 

dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 
menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan 

Rancangan Peraturan Desa Traji tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; 
 

Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 
 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

  4. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014   Nomor 123. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

  5. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2015 Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 88. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 
 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa 
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2015 Nomor 15. Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 58); 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2016 Nomor 11); 

  9. Peraturan Desa Traji Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Kedudukan. susunan organisasi. tugas dan fungsi. 

serta tata kerja pemerintah Desa; 
  10. Peraturan Desa Traji nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan kekayaan Desa; 

  11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 118 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa  (Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 118); dan 

  12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi 

Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi 

Kabupaten Temanggung Tahun 2020. 

 

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRAJI 

dan 

KEPALA DESA TRAJI 

 

MEMUTUSKAN   : 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA TRAJI TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Pendapatan Desa  Rp. 1.723.119.400,00  
2. Anggaran Belanja Desa   

 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.    662.264.134,00 

 b. Bidang Pembangunan  Rp.    842.074.705,00 

 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  Rp.      95.853.000,00 
 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat  Rp.      45.740.000,00 

 e. Bidang Tak Terduga Rp.      79.200.000,00 

 Jumlah Belanja Rp. 1.725.131.839,00 
   

 Surplus/Defisit Rp.      (2.012.439,00) 

   
3. Pembiayaan Desa  

 a. Penerimaan Pembiayaan  Rp.       2.012.439,00 

 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.                     0,00 
 Pembiayaan Netto (a-b) Rp.       2.012.439,00 

 

Sisa Lebih Pembiayaan (surplus/defisit+pembiayaan netto)  Rp.  2.012.439,00  

                                  
Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri 

dari : Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Daftar Penghasilan 

Pemerintah Desa, Daftar Pendapatan dari Tanah Kas Desa dan Daftar Besarnya 
Swadaya Partisipasi dan Gotong-Royong Masyarakat Desa.   

 

Pasal 3 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat : 

1. APB Desa; 

2. Daftar penyertaan modal, jika tersedia; 
3. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan 

4. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,   jika 

ada. 
 

 

 
 

Pasal 4 

 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa. 

 

Pasal 5 
 

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

anggaran jenis belanja tidak terduga. 



(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan 

darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggaranya, yang selanjutnya 

diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang  perubahan APB Desa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus memenuhi kriteria: 

f. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak 

dapat diprediksi sebelumnya; 

g. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

h. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; 

i. Memiliki dampak yang siknifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau 

permasalah sosial; dan 

j. Berskala lokal Desa. 

 

Pasal  6 

 
Dalam hal terjadi : 

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa dalam tahun 

berjalan; 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; 

dan 

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA 

akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. 

 

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan Perubahan 

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukanya kepada 

BPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal  7 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahui. memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 

ini dalam Lembaran Desa Traji. 
        Ditetapkan di Traji  

        pada tanggal 30 Desember 2020 

 
KEPALA DESA TRAJI, 

 

 
 

NOK IDAH,S.E 
 

 

 

 

Diundangkan di Traji 
pada tanggal 30 Desember 2020 

 

SEKRETARIS DESA TRAJI, 



 

 
 

KARYANTO 

 
 

LEMBARAN DESA TRAJI  TAHUN 2020 NOMOR 10; 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 
DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

 
NOMOR : 10 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

 KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRAJI              
 TAHUN 2021 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRAJI 
 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya 

yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan 
meningkatkan partisipasi. kesejahteraan serta 

pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan 

dalam skala desa; 
  b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam 

skala desa tersebut. pelaksanaannya sesuai dengan 

daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa 
dan perangkat. operasional Pemerintah desa. 

tunjangan operasional BPD. Intensif RT/RW. 

pembangunan desa. pemberdayaan masyarakat desa. 
penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi 

masyarakat maka perlu dibuat Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); 
  c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas. perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran 



Pendapatan dan Belanja Desa  Traji  Tahun 2021; 
  d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana 

dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka 

perlu dibahas dan disepakati Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDes) Desa Traji antara kepala 
desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah 

desa penyusunan APBDes Traji Tahun Anggaran 2021; 

dan  
  e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu 

ditetapkan dengan Keputusan BPD. 

 
Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7); 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

 

 
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan Desa; 
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 
  7. Peraturan Menteri Desa. PDT dan Transmigrasi Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa; 
  8. Peraturan Menteri Desa. PDT dan Transmigrasi Nomor 

2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 
  9. Peraturan Menteri Desa. PDT dan Transmigrasi Nomor 

5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2015; 
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung. Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah      

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 

2018 nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 96); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung. Nomor 14 

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14); 

dan  
  12. Peraturan Desa Traji .Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes Tahun 2021). 
 
 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan  :  

KESATU : Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Traji 

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala 
Desa. 

 

KEDUA       : Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Traji untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh 

Kepala Desa. 

 

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. 



 

 Disepakati di    :  Traji 
Pada Tanggal    :  30 Desember 2020 

      

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA      
(BPD) DESA  TRAJI 

KETUA, 

 
 

 

ADHI SANTOSA 

 
 

 

 
 

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA (DESA  TRAJI) 

KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG 
 

TENTANG 

 
PERATURAN DESA TRAJI  

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) 

TAHUN 2021 

 
 

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh 

kami yang bertanda tangan dibawah ini : 
 

1. Nama  : ADHI SANTOSA 

 ALAMAT : Dusun Gamblok RT: 002  RW: 002 Desa Traji 
 JABATAN : Ketua BPD Desa Traji 

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 
 

2. Nama  : NOK IDAH,S.E 

 ALAMAT : Dusun Gamblok RT: 004  RW: 002 Desa Traji 

 JABATAN : Kepala Desa Traji 
 

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa : 

 
1. Terhadap Peraturan Desa Traji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) Tahun Anggaran 2021 yang telah melalui  pembahasan bersama dapat 

segera ditindak lanjuti dengan penetapan dan pengundangan; dan 
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan 

penyesuaian/penyempurnaan. 

 
Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

 

 

                                   Temanggung. 30 Desember 2020 
 

                PIHAK PERTAMA,

                    

P

I
H

A

K
 

K

E
D

PIHAK KEDUA, 

 
 

 

 
(NOK IDAH,S.E) 

 



U

A 
 

 

 
 

                 ( ADHI SANTOSA) 

 
 

 

 

                        



 
DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN 

GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DESA   

TAHUN 2020 
 

NO JENIS BANYAKNYA 
HARGA 
SATUAN 

 (Rp) 

JUMLAH  

(Rp) 

KET. 

1 2 3 4 5 6 

  

Uang 

a. …………… 

b. …………… 
c. …………… 

d. …………… 

e. …………… 
 

     JUMLAH 

 
Material 

a. …………… 

b. …………… 
c. …………… 

d. …………… 

e. …………… 

 
     JUMLAH 

 

Tenaga 
a. …………… 

b. …………… 

c. …………… 
d. …………… 

e. …………… 

 
     JUMLAH 

 

   

 

 

 
 

 

 
 

NIHIL  

 
 

 

 
 

 

 

 
NIHIL 

 

 
 

 

 
 

 

 
NIHIL  

 
 
 

GOTONG 
ROYONG 

MASYARAKAT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Traji. 30 Desember 2020 

KEPALA DESA TRAJI, 

 

 

 
NOK IDAH,S.E 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
DAFTAR HADIR  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRAJI 

KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

Acara  : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 

Desa  :  Traji  

Kecamatan  :  Parakan  

Tanggal  :  23 Desember 2021 

 

NO NAMA JABATAN / KEDUDUKAN  
TANDA TANGAN 

1 2 3 4 

1 Adhi Santosa  Ketua 1 

2 Sumedi  Wakil Ketua 2 

3 Umi Mukarti   Sekretaris 3 

4 Maryanto 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

dan Pembinaan Kemasyarakatan  

4 

5 Dwi Kurniasari  Anggota  5 

6 Yohanes Nugroho 
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

6 

7 Rahmat Abu Naim  Anggota 7 

 

Traji, 23 Desember  2021 

Badan Permusyawaratan Desa Traji 

Ketua, 

 

 

Adhi Santosa 

 

 

KETERANGAN : 

 

1. Jumlah Anggota          

2. Hadir     

3. Tidak Hadir               

: 

: 

:       

Orang  

Orang  

Orang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA 

  

Acara  : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 

Desa  :  Traji  

Kecamatan  :  Parakan  

Tanggal  :  23 Desember 2021 

 

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1 2 3 4 

1 Nok Idah   Kepala Desa 1  

2 Karyanto Sekretaris Desa  2 

 3 Untung Trimadi  Kepala Seksi Pemerintahan  3  

4 Nur Zaenudin  Kepala Seksi Pelayanan dan Kesra   4 

5 Umyung Tri.W Kepala Urusan Keuangan 5  

 6 Budi Arifin  Kepala Urusan Perencanaan   6 

7 Astri Fachrul.H  Kepala Urusan Tata Usaha dan 

Umum  

7  

8 Dwi Ariyanto  Kepala dusun I/Kauman 8  

9 Kuswanto  Kepala dusun II / Gamblok  9 

10   Mardiyanto  Kepala dusun III / Grogol  10  

11 Djuwahir  Kepala dusun IV / Karangsenen  11 

       

 

 

Traji, 23 Agustus 2021 

KEPALA DESA TRAJI, 

 

 

NOK IDAH, S.E 
 

 

 
 

 

 


	TENTANG
	NOK IDAH,S.E
	TENTANG (1)
	NOK IDAH,S.E (1)

